
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1759, 2017 KEMEN-KP. Jabatan dan Kelas Jabatan ASN. 

Pencabutan.  
 

PERATURAN  

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  58/PERMEN-KP/2017 

TENTANG 

JABATAN DAN KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a.  bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan tata 

kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu adanya 

pengaturan kembali jabatan dan kelas jabatan Aparatur 

Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan; 

  b. bahwa untuk memperkuat landasan hukum dalam 

penetapan jabatan dan kelas jabatan, perlu meninjau 

kembali Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor 56/KEPMEN-KP/2013 tentang Kelas Jabatan 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang  

Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 
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Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); 

5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kelas 

Jabatan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

1447); 

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

47 Tahun 2015 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di 

Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

54), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2017 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian 
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Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1366); 

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2015 

tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi 

Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1717); 

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 

Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1371); 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 

Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1334); 

10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 76 Tahun 

2012 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan 

Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

1279); 

11. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Kelas 

Jabatan pada Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan; 

12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kelas Jabatan di 

Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala 

Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Arsip Nasional 

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kelas 

Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik 

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 452);     

13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 

Tahun 2015 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di 

Lingkungan Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 961); 
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14. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan 

Teknologi Nomor 001 Tahun 2017 tentang Tunjangan 

Kinerja Pegawai Badan Pengkajian dan Penerapan 

Teknologi; 

15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Fungsional 

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 326); 

16. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

14A/KEPMEN-KP/2014 tentang Kelas Jabatan 

Fungsional Guru dan Dosen di Lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan; 

17. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 627 Tahun 

2016 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Kementerian 

Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 299 

Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan 

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 627 Tahun 2016 tentang 

Jabatan dan Kelas Jabatan di Kementerian 

Ketenagakerjaan; 

18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN APARATUR SIPIL 

NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN 

PERIKANAN. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 

instansi pemerintah. 

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 

Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh 

pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 

suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh 

pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 

pemerintahan. 

4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 

selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat 

berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu 

tertentu dalam rangka melaksanakan tugas 

pemerintahan. 

5. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan 

tinggi pada instansi pemerintah. 

6. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang 

menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi. 

7. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

publik serta administrasi pemerintahan dan 

pembangunan. 
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